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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR 
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 31 
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 2006 
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
 
Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Justice 
Collaborator dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapannya di kejaksaan 
negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan 
data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknis analisis data ini adalah 
metode analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di Kejari Surakarta dan 
Kejari Karanganyar sebagai instansi penegak hukum yang berhak untuk menerbitkan 
status JC, dalam pelaksanaannya memiliki beberapa syarat untuk bisa seseorang 
ditetapkan sebagai JC, pertama yakni tingkat kooperatif yang bersangkutan, kedua 
harus mengembalikan kerugian negara, ketiga harus membayar pidana denda, dan 
terakhir harus menjalani pidana penjara. Apabila syarat tersebut mampu dipenuhi 
maka kejaksaan dapat menerbitkan surat JC. Pemenuhan perlindungan hukum di sini 
dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian remisi. Hal tersebut tentu sudah sesuai 
dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya 
Pasal 10A ayat (3) huruf b. Oleh karena itu, meski penerbitan Justice Collaborator 
belum sesuai, tetapi ada beberapa hal yang sudah dipenuhi kejaksaan dalam hal 
pemenuhan hak Justice Collaborator. 
 
Kata Kunci: perlindungan hukum, korupsi, Justice Collaborator. 
 
Abstract 
 
This study aims to determine legal protection for Justice Collaborator in corruption 
crime and how its application in state prosecutor's office. This research is an 
empirical juridical research. Methods of data collection through literature study and 
field study. Technical analysis of this data is a method of descriptive qualitative data 
analysis. The results of research in Surakarta and Kejari Karanganyar as law 
enforcement agencies are entitled to publish JC status, in its implementation have 
some requirements to be someone set as a JC, first ie the cooperative level in 
question, the second must return the state losses, the third must pay a fine penalty, 
and the last must be imprisoned. If the condition is able to be fulfilled then the AGO 
can issue a letter JC. The fulfillment of legal protection here can be done in the form 
of remission. It is certainly in accordance with Law no. 31 Year 2014 on the 
Protection of Witnesses and Victims, especially Article 10A paragraph (3) letter b. 
Therefore, although the publication of Justice Collaborator is not yet appropriate, 
there are several things that the AGO has already met in terms of fulfilling the rights 
of Justice Collaborator. 
 
Keywords: legal protection, corruption, Justice Collaborator. 
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1. PENDAHULUAN 
 Penyelesaian sebuah perkara tindak pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 
183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperolah keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukanknya, artinya adalah ada sebuah pilihan 
untuk memilih setidak-tidaknya dua dari lima di antara lima poin yang terkandung 
di dalam Pasal 184 KUHAP seperti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
 Namun dalam praktiknya, ketika suatu perkara tindak pidana tidak ada saksi, 
maka seringkali perkara tersebut tidak dapat diselesaikan. Ada kecenderungan 
saksi memiliki nilai lebih dibanding dengan alat bukti lainnya. Bahkan seorang 
praktisi hukum, Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa 
kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi durk 
number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi 
referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari 
saksi atau ahli.
1
  
 Di era saat ini, untuk mempermudah dan mempercepat pengungkapan fakta 
tindak kejahatan yang terjadi dikenal sebuah istilah Justice Collaborator. Istilah 
Justice Collaborator dalam literatur hukum Indonesia dapat ditemukan dalam 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi 
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama 
(Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.  
  Ada relevansi yang kuat di antara hadirnya Justice Collaborator dengan 
pengungkapan sebuah perkara pidana. Akan tetapi, meskipun demikian selalu saja 
para individu itu yang paling menderita – dari keadaan yang tidak dapat 
dipercayai atau dipercayakan, dari runtuhnya rasa percaya diri, dari pelecehan, 
dari intimidasi, dari direndahkan secara terang-terangan atau disiksa.
2
 Sebuah hal 
                                                          
1
 Muhammad Yusuf. Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi. (Tulisan Pakar) 
http://Parlemen net. 31/08/2005.page 1. Dalam, Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi 
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 100. 
2
 Quentin Dempster, 2001, Whistleblowers, terj. Tim Penerjemah ELSAM, Jakarta: ELSAM – 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hal. 2. 
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yang cukup ironi mengingat pelaku Justice Collaborator telah memiliki itikad 
baik untuk mengakui perbuatannya dan bersedia membantu membongkar perkara 
yang melibatkannya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Justice 
Collaborator di dalam kejaksaan dan bagaimana perlindungan hukumnya. 
Sedangkan tindak pidana hanya terbatas pada tindak pidana korupsi. Dimana 
keadaan korupsi di Indonesia menurut A.S. Harris Sumadiria lahir karena 
ambruknya nilai-nilai sosial, korupsi kambuh karena adanya penyalahgunaan 
tujuan wewenang dan kekuasaan, dan korupsi hidup karena sikap dan mental 
pejabat yang bobrok, baik pejabat tinggi maupun pejabat rendahan.
3
 
 
2. METODE 
 Metode yang digunakan untuk melakukanh penelitian ini adalah metode 
hukum yuridis empiris. Jenis penelitian adalah penelitian hukum deskriptif, 
artinya penelitian ini adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan keadaan subyek atau obyek hukum penelitian pada saat sekarang 
berdasarkan fakta yang tampak.
4
 Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti 
memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.
5
 
 Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa wawancara langsung di 
lokasi penelitian dengan pihak-pihak dari Kejaksaan Negeri Surakarta dan 
Kejaksaan Negeri Karanganyar serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari 
norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. 
 
3. HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Setelah Adanya Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 
                                                          
3
 A.S. Harris Sumadiria, 1981, “Korupsi di Muka Pengadilan Nurani”, Suara Karya, 2 November 
1981. Dalam, IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif 
Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 33. 
4
 Soerjono Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23. 
5
 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori 
Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 152. 
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Istilah Justice Collaborator di Indonesia pertama kali keluar dan mulai 
dikenal melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun2011.
6
 Namun, 
pengaturan perlindungan hukum tentang Justice Collaborator justru baru pada 
saat Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
dikeluarkan, khususnya dalam Pasal 10A ayat (1) sampai dengan ayat (5). Pasal 
tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2006, yang dimana di UU tersebut belum mengenal dan mengatur 
tentang saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator. 
Berikut adalah bunyi Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban yang dijadikan dasar hukum perlindungan bagi Justice 
Collaborator: 
“Pasal 10A: Ayat 1 Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus 
dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. 
Ayat 2 Penanganan secara khusus sebagaimana pada ayat (1) berupa: Ayat 2 
a pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi 
pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap 
tindak pidananya; Ayat 2 b pemisahan pemberkasan antara berkas saksi 
pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam psoses penyidikan, dan 
penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau; Ayat 3 c 
memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung 
dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. 
Ayat 3 penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: Keringanan penjatuhan pidana; atau Pembebasan bersyarat, remisi 
tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. 
Ayat 4 untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan 
pidana sebagaimana dimaksud pad ayat (3) huruf a, LPSK memberikan 
rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam 
tuntutannya kepada hakim. Ayat 5, untuk memperoleh penghargaan berupa 
pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain 
                                                          
6
 Justice Collaborator dalam literatur hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana 
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara 
Tindak Pidana tertentu. Dalam Angka 9 SEMA 4/2011 disebutkan bahwa pedoman untuk 
menentukan bahwa seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah 
yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA 
4/2011 yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian 
uang, perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman 
terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. 
 
 
5 
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan 
rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum. 
 
Perlindungan terhadap Justice Collaborator dapat berupa perlindungan fisik 
dan psikis. Perlindungan ini berupa perlindungan dari segala macam ancaman, 
terror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari 
pihak manapun. Kemudian harus meliputi juga perlindungan fisik dan psikis bagi 
keluarga mereka.
7
 
3.1.1  Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator 
Diberlakukannya Justice Collaborator sebagai alat atau cara baru untuk 
membantu mengungkap sebuah perkara tindak pidana dengan melibatkan saksi 
pelaku pada tindak pidana itu sendiri tentu membutuhkan berbagai macam pra 
syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku terlebih dahulu.  
Kejaksaan dalam menerbitkan status Justice Collaborator akan terlebih 
dahulu melihat berkas yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian kepada 
kejaksaan. Apabila di dalam berkas pelaku sudah disebutkan pelaku telah 
ditetapkan sebagai saksi pelaku yang dapat bekerjsama atau Justice Collaborator, 
maka pihak kejaksaan tinggal meneruskan apa yang sudah ada. Namun, apabila di 
dalam pelimpahan berkas oleh penyidik kepolisian kepada pihak kejaksaan belum 
ada status Justice Collaborator pada pelaku, kejaksaan berwenang untuk 
menentukan apakah pelaku dapat ditetapkan sebagai Justice Collaborator atau 
tidak. 
Menurut M.A. Beernaert, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan kepada 
Justice Collaborator dapat dibagai ke dalam tiga kategori berdasarkan tahap 
proses peradilan pidana dimana kerjasama tersebut dilakukan, yaitu:
8
 
Pertama, keuntungan dalam tahap penuntutan dimana Justice Collaborator tidak 
akan dituntut sama sekali atau tidak akan dituntut atas keterlibatannya dalam 
pelanggaran-pelanggaran tertentu; 
                                                          
7
 Hamdan, 2012, Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus, Bandung: Refika Aditama, hal. 
82. 
8
 Marie-Aude Beernaert dalam Maria Yudithia Ayu Hapsari, 2012, Konsep dan Ketentuan Mengenai 
Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,Skripsi, Universitas Indonesia, 
hal. 76. 
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Kedua, kategori kedua adalah keuntungan yang diberikan dalam tahap 
penjatuhan pidana dimana Justice Collaborator dapat dijatuhi pidana yang lebih 
ringan daripada yang seharusnya atau tidak dapat dijatuhi pidana sama sekali; 
Ketiga, Kategori ketiga adalah keuntungan bagi Justice Collaborator yang 
bekerjasama saat ia sudah menjadi terpidana untuk menjalani hukumannya 
sebagian saja atau keuntungan lainnya yang pelaksanaannya diserahkan pada 
pelaksana putusan (eksekutor). 
3.2. Penerapan Justice Collaborator yang Pernah Terjadi Di Kejaksaan    
Negeri Surakarta 
Terhitung sejak diberlakukannya aturan perlindungan hukum bagi Justice 
Collaborator melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 PSK hingga saat ini, Kejaksaan 
Negeri Surakarta belum pernah sekalipun melakukan penetapan kepada pelaku 
tindak pidana korupsi untuk dijadikan Justice Collaborator pada proses 
penuntutan. 
Namun, Kejari Surakarta pernah melakukan penerbitan Justice 
Collaborator saat pelaku sudah menjadi terpidana di dalam lapas. Dasar dari 
penerbitan Justice Collaborator ini adalah pelaku yang telah berstatus 
terpidana itu selama proses pemeriksaan dianggap kooperatif dan tidak 
berbelit-belit ketika memberikan keterangan. 
 
3.2.1. Implementasi Penerapan Justice Collaborator di Kejaksaan Negeri 
Surakarta 
Kejaksaan Surakarta dalam hal melakukan penerapan dan menetapkan 
seseorang untuk dijadikan Justice Collaborator mengacu pada Pasal 28 ayat 
(1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 PSK, dimana kejaksaan 
akan menunggu rekomendasi dari LPSK terlebih dahulu. 
Kejaksaan Negeri Surakarta dan LPSK akan melakukan komunikasi secara 
intens ketika akan melakukan penetapkan seseorang menjadi Justice 
Collaborator, dengan tujuan agar tidak salah dalam penerbitan Justice 
Collaborator. Justice Collaborator tersebut haruslah benar-benar pihak yang 
mempunyai informasi cukup dalam perkara tindak pidana yang terjadi 
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sehingga dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam membongkar 
tindak pidana yang ada. 
Selain  itu, Justice Collaborator dapat diajukan sendiri oleh pelaku sendiri 
selama pelaku tersebut memenuhi syarat kualifikasi penetapan sebagai Justice 
Collaborator. Kejaksaan Negeri Surakarta dalam hal ini akan menimbang 
terlebih dahulu apakah dalam tindak pidana yang terjadi dibutuhkan kehadiran 
Justice Collaborator atau tidak. 
3.2.2. Penerapan Justice Collaborator di Kejaksaan Negeri Surakarta Ke    
Depan 
Kejaksaan Negeri Surakarta dalam hal upaya  pengungkapan tindak pidana 
korupsi merasa membutuhkan Justice Collaborator dari pihak yang memang 
memenuhi standar prosedural untuk ditetapkan sebagai Justice Collaborator, 
maka Kejaksaan Negeri Surakarta akan menerbitkan Justice Collaborator 
sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah dengan memberlakukan UU No. 
31 Tahun 2014 PSK untuk memastikan perlindungan hukum bagi JC tersebut. 
Dengan demikian berarti dapat disimpulkan lagi secara normatif tata cara 
pemberian perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam bagian 
upaya penegakan supremasi hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri 
Surakarta telah terlaksana dengan baik. 
 
3.2.3. Hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta Dalam Menerapkan Justice 
Collaborator 
Ada beberapa hal yang menjadi hambatan di dalam Kejaksaan Negeri 
Surakarta dalam penerbitan Justice Collaborator, diantaranya adalah 
pengungkapan tindak pidana yang telah maupun sedang berjalan dirasa 
belum membutuhkan seorang Justice Collaborator. Sedangkan yang kedua 
tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kota Surakarta ini 
dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah-daerah 
lain dinilai masih relatif kecil secara nominal.  
Hal inilah yang kemudian membuat Kejaksaan Negeri Surakarta belum 
pernah menetapkan pelaku tindak pidana sebagai Justice Collaborator guna 
membantu mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi. Selain itu 
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tingkat ke-kooperatifan yang bersangkutan juga menjadi pertimbangan 
khusus, mengingat Justice Collaborator yang dibutuhkan adalah keterangan 
dari pengetahuannya mengenai tindak pidana tersebut. 
3.3.  Penerapan Justice Collaborator yang Pernah Terjadi di Kejaksaan Negeri 
Karanganyar 
Kejaksaan Negeri Karanganyar belum pernah menyidangkan perkara yang 
melibatkan Justice Collaborator. Namun,  Kejari Karanganyar berkali-kali 
secara administratif pernah menerbitkan  Justice Collaborator bagi terpidana. 
Dalam hal penerbitan Justice Collaborator ini, kejaksaan memiliki 
beberapa poin yang memang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan diri 
sebagai Justice Collaborator. Poin-poin tersebut ialah syarat mutlak yang harus 
dipenuhi, seperti telah membayar uang pengganti, membayar pidana denda dan 
juga menjalani pidana pokok. 
3.3.1. Implementasi Penerapan Justice Collaborator di Kejaksaan Negeri           
Karanganyar 
Penerbitan surat Justice Collaborator yang sering terjadi di Kejaksaan 
Negeri Karanganyar selama ini adalah sifatnya hanya sebagai syarat 
administratif, sehingga penerbitannya baru muncul ketika sudah ada putusan 
dan yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara. Kejaksaan sebetulnya 
paham betul bagaimana seharusnya penerbitan surat Justice Collaborator itu 
yang paling tepat adalah ketika masih dalam tahap penyidikan  oleh kepolisian 
ataupun dalam masa penuntutan di kejaksaan. Akan tetapi, dalam praktek 
selama ini surat Justice Collaborator justru baru muncul ketika sudah ada 
putusan oleh hakim di pengadilan dan yang bersangkutan telah menjalani 
pidana penjara. 
Selain itu, kejaksaan juga tidak selalu melihat bahwa pelaku yang akan 
ditetapkan sebagai Justice Collaborator itu merupakan pelaku utama atau 
bukan di dalam tindak pidananya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan isi Pasal 28 
ayat (2) huruf c yang mengatakan saksi pelaku atau Justice Collaborator 
tersebut hanya bisa diberikan pada bukan sebagai pelaku utama dalam tindak 
pidana yang diungkapkannya. 
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3.3.2. Penerapan Justice Collaborator di Kejaksaan Negeri Karanganyar Ke 
Depan 
Dalam penerapan Justice Collaborator ke depan, Kejaksaan Negeri 
Karanganyar mengacu dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang No. 
31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Hal tersebut dilakukan untuk 
menyelaraskan apa yang di dalam undang-undang dengan realita penerapan 
atau praktik di lapangan. 
Kejari Karanganyar akan menerapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pijakan normatif dalam memberikan 
hak-hak Justice Collaborator. Hanya intinya dia harus bisa membongkar 
kronologis perkara itu. Sementara keistimewaan atau pemisahan tahanan 
dengan yang lain itu setelah unsur itu tadi bisa terpenuhi, dapat membongkar 
perkara atau tidak. Hal tersebut karena dalam perkara korupsi yang diungkap 
tidak hanya perkaranya, namun juga aliran-aliran dananya. 
 
3.3.3. Hambatan Kejaksaan Negeri Karanganyar Dalam Menerapkan Justice 
Collaborator 
Kejaksaan Negeri Karanganyar setidaknya memiliki tiga hambatan dalam 
penerapan Justice Collaboartor. Pertama, kooperatif atau tidaknya mereka 
yang akan ditetapkan sebagai Justice Collaborator menjadi faktor penting bagi 
kejaksaan dalam menimbang apakah akan jadi diterbitkan statusnya atau tidak. 
Pertimbangan tersebut berangkat dari fungsi Justice Collaborator yang 
bersedia untuk bekerjasama dalam mengungkap sebuah tindak pidana korupsi. 
Jika yang bersangkutan tidak kooperatif maka penerbitan Justice Collaborator 
tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan pada 
kenyataannya, pelaku korupsi yang selama ini terjadi cenderung berbelit-belit 
atau tidak kooperatif ketika menyampaikan keterangan. 
Kedua, dalam penindakan sebuah perkara tindak pidana korupsi tidak 
selalu semua yang terlibat di dalamnya dilakukan penindakan. Hal tersebut 
semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan dimana terkadang apabila suatu 
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teori diterapkan sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang maka 
akan berbenturan dengan rasa keadilan, yang mana rasa keadilan itu dapat 
ditemukan pada saat kita melakukan praktek dan merasakannya sendiri. 
Ketiga, pengajuan Justice Collaborator selain bisa dari penyidik atau 
penuntut umum, Justice Collaborator juga bisa diajukan sendiri oleh tersangka 
atau terdakwa. Namun, tidak semua orang tau tentang Justice Collaborator. 
Hal inilah yang kadang bisa menghambat penerbitan Justice Collaborator. 
 
4. PENUTUP 
Kesimpulan skripsi ini adalah implementasi terkait dengan penerapan dan 
juga hak-hak bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan sebagai 
Justice Collaborator di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri 
Karanganyar sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku. Penerbitan Justice Collaborator yang baru diterbitkan pada saat 
setelah adanya putusan hakim dan diterbitkan bagi mereka pelaku tindak pidana 
tunggal tentu akan membuat perlindungan hukum yang diatur di dalam Pasal 10A 
UU PSK menjadi tidak bisa berjalan maksimal. 
Namun, kendati demikian Kejaksaan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri 
Karanganyar apabila ke depan merasa perlu untuk menerbitkan status Justice 
Collaborator untuk membongkar tindak pidana korupsi yang terjadi dan dengan 
catatan yang bersangkutan memang benar-benar memenuhi syarat-syarat sebagai  
Justice Collaborator, maka kedua intansi tersebut akan menggunakan Undang-
Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pedoman normatif 
dalam memberikan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator. Dengan 
demikian artinya Kejaksaan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri Karanganyar 
ke depan akan menerapkan regulasi yang benar dan sesuai. 
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